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SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

a. bahwa dalam rangka menentukan kelas jabatan perlu

dilakukan penilaian terhadap setiap masing-masing jabatan
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan faktor-faktor jabatan;

bahwa berdasarkan Bab I huruf A, Lampiran Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Jabatan mengamanatkan bahwa evaluasi jabatan di
lingkungan pegawai negeri dilakukan untuk menentukan
nilai jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam
penentuan kelas jabatan;

bahwa guna kepentingan sebagaiman dimaksud pada huruf
a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS;

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang
Jabatan Fungsional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah.
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Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan
organisasi.

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang
Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun
berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat
kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan,
dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Evaluasi Jabatan adalah adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan
secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai
faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas
jabatan.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

Jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator,

jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ciamis
Nomor 900/Kpts.98-Huk /2016 tentang Penetapan Nama, Nilai dan Kelas jabatan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
Cap/ttd
H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR

TANGGAL

: 44 Tahun 2017
: 18 Desember 2017

JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

NO. NAMA JABATAN Ji{gk?iN
A. SEKRETARIAT DAERAH
1. Sekretaris Daerah 15
2. | Asisten Pemerintahan 14
3 Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan 14
Rakyat
4. Asisten Administrasi Umum 14
5 Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan 13
Kesejahteraan Rakyat
6. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan 13
7. Staf Ahli Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia 13
8. Kepala Bagian Pemerintahan Umum 12
9. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan 9
10. | Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah 9
11. | Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah 9
12. | Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia 12
13. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan 9
Perundang-undangan
14. | Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum 9
15, Kepala.Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi 9
Manusia
16. | Kepala Bagian Organisasi 12
17. | Kepala Sub Bagian Kelembagaan 9
18. | Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan 9
19. | Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah 9
20. | Kepala Bagian Perekonomian 12
21. | Kepala Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian 9
22. | Kepala Sub Bagian Bina Sarana Produksi 9




KELAS

Penganggaran dan Pengawasan

NO. NAMA JABATAN JABATAN
03, Kepala Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan 9
BUMD
24. | Kepala Bagian Pembangunan 12
25. | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan 9
26. | Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Pembangunan 9
27. | Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9
28. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 12
29. | Kepala Sub Bagian Pelayanan Sosial 9
30. | Kepala Sub Bagian Pengembangan Sosial 9
31. | Kepala Sub Bagian Bina Kemasyarakatan 9
32. | Kepala Bagian Keuangan 12
33. | Kepala Sub Bagian Anggaran 9
34. | Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 9
35. | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9
36. | Kepala Bagian Umum 12
37. | Kepala Sub Bagian Kesekretariatan 9
38. | Kepala Sub Bagian Perlengkapan 9
39. | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 9
40. | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat 12
41. | Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi 9
42. | Kepala Sub Bagian Protokol 9
43 | Kepala Sub Bagian Layanan Informasi 9
. SEKRETARIAT DPRD
1. Sekretaris DPRD 14
2. Kepala Bagian Umum dan Kesekretariatan 12
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
4. | Kepala Sub Bagian Protokol dan Humas 9
S. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 9
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 12
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
8. Kepala Sub Bagian Keuangan 9
9. Kepala Bagian Rapat, Perundang-undangan, 12




KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
10. | Kepala Sub Bagian Perundang-undangan 9
11. | Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah 9
12. | Kepala Sub Bagian Penganggaran dan Pengawasan 9
C. INSPEKTORAT
1. Inspektur 14
2. Sekretaris Inspektorat 12
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program 9
4. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum 9
S. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9
6. Inspektur Pembantu Wilayah I 12
7. Inspektur Pembantu Wilayah II 12
8. Inspektur Pembantu Wilayah III 12
9. Inspektur Pembantu Wilayah IV 12
D. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 14
2. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6. Kep.ala Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, 11
Sosial dan Budaya
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia 9
8. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat 9
9. Kepala Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban 9
10. | Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 11
11. | Kepala Sub Bidang Perekonomian 9
12. | Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam 9
13. | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 11
14. | Kepala Sub Bidang Infrastruktur 9
15. | Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah 9
16. Kepala Bidang Data Perencanaan, Penelitian dan 11
Pengembangan
17. | Kepala Sub Bidang Data Perencanaan Pembangunan 9




KELAS

Barang Milik Daerah

NO. NAMA JABATAN JABATAN
18. | Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 9
19. | Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9
E. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 14
2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 12
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6. Kepala Bidang Anggaran 11
7 Kepala Sujb Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan 9
dan Pembiayaan Daerah
8. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja 9
Daerah
9. | Kepala Sub Bidang Evaluasi Penyusunan Anggaran 9
10. | Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan 11
11. | Kepala Sub Bidang Panagihan PDRD 9
12. | Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PDRD 9
13, Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Fasilitasi Pendapatan 9
Daerah
14. | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 11
15. | Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja 9
16. | Kepala Sub Bidang Akuntansi Aset 9
17. | Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan 9
18. | Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan dan Data PDRD 11
19. Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan 9
Pendaftaran
20. | Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan 9
21. | Kepala Sub Bidang Data dan Informasi 9
22. | Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 11
23, Kepala Sub Bidang Pere.n.canaan, Pengadaan dan 9
Penghapusan Barang Milik Daerah
04, Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan 9




KELAS
NO. NAMA JABATAN JABATAN
5 Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan 9
" | Barang Milik Daerah
26. | Kepala UPTD Pengelolaan Keuangan Wilayah 9
27. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD 8
F. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
1 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 14
) Daya Manusia
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
2. . 12
Sumber Daya Manusia
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. | Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6 Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 11
) Kepegawaian
7. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian 9
Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi
8. 9
ASN
9 Kepala Bidang Pengembangan Karier, Mutasi dan 11
) Kepangkatan
10. | Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi 9
11. | Kepala Sub Bidang Kepangkatan 9
12. | Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur 11
13 Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi 9
" | Manajerial dan Sertifikasi
14 Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis 9
" | dan Sosial
15 Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin 11
" | Aparatur
16. | Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur 9
17. | Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur 9
G. DINAS PENDIDIKAN
1. Kepala Dinas Pendidikan 14
2. Sekretaris Dinas Pendidikan 12
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 9




KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini 11

) dan Pendidikan Non Formal
7. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF 9
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD
8. 9
dan PNF
9 Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 9
" | PAUD dan PNF
10. | Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan 11
Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
11. 9
dan PNF
Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12. . 4. o}
Pendidikan Dasar

13. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 11

14. | Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar 9
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

15. 9
Sekolah Dasar
Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

16. 9
Sekolah Dasar

17. | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 11
18. | Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP 9
19. | Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 9

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
20. 9
SMP
21. | Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan 9
22. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kecamatan 8
H.DINAS KESEHATAN
1. Kepala Dinas Kesehatan 14
2. Sekretaris Dinas Kesehatan 12
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 11
7 Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan 9
' Tradisional
8. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 9

10




KELAS

Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan

NO. NAMA JABATAN JABATAN
0. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 9
10. | Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi 11
11 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 9
" | Menular
12 Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 9
" | Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
13. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 9
14. | Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 11
Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja
15. 9
dan Olahraga
Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
16. 9
Masyarakat
17. | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 9
18. | Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan 11
19. | Kepala Seksi SDM Kesehatan 9
20. | Kepala UPTD Farmasi 9
21. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Farmasi 8
22. | Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah 9
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium
23. 8
Kesehatan Daerah
. DINAS SOSIAL
1. Kepala Dinas Sosial 14
2. Sekretaris Dinas Sosial 12
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 11
7 Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber 9
' Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial
3 Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, 9
) Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat
0. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 11
Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang
10. . 9
Disabilitas
11 Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, 9

11




KELAS

Kerja

NO. NAMA JABATAN JABATAN

12. | Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial 11

13. | Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana 9

14. | Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial 9

15. | Kepala UPTD Bina Karya dan Jaminan Kesehatan Daerah 9

16. Kepgla Sub Bagian Tata Usaha UPTD Bina Karya dan 3
Jaminan Kesehatan Daerah

J. DINAS TENAGA KERJA

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja 14

2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja 12

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9

4. | Kepala Sub Bagian Keuangan 9

S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9

6. | Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 11

7. Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja 9

8. Kepala Seksi Pembinaan dan Produktivitas Tenaga Kerja 9

9. Kep.ala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga 11
Kerja

10. Kep.ala Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat 9
Kerja

11, Kep.ala Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga 9
Kerja

12. Kepala Bidar}g Penempatan Tenaga Kerja dan 11
Transmigrasi

13, Kep.ala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan 9
Kerja

14. | Kepala Seksi Transmigrasi 9

15. | Kepala UPTD Kursus Latihan Kerja 9

16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kursus Latihan 3

K.DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

L. Pertanahan 14

9 Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 12
) Pertanahan

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9

4. Kepala Sub Bagian Keuangan 9

S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9

12




KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
0. Kepala Bidang Bina Marga 11
7. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan 9
8. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9
9. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air 11
10. | Kepala Seksi Irigasi 9

Kepala Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pengelolaan
11. . 9
Sumber Daya Air

12. | Kepala Bidang Keciptakaryaan 11
13. | Kepala Seksi Penataan Bangunan 9
14 Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 9

" | Minum, Air Limbah dan Drainase

15. | Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi 9
16. | Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan 11
17. | Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang 9
18. | Kepala Seksi Pengendalian Ruang 9
19. | Kepala Seksi Pertanahan 9
20. | Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan 9
21 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium dan 3

" | Peralatan
Kepala UPTD Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
22. . 9
Pertanahan Wilayah
23 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum, 3
" | Penataan Ruang dan Pertanahan Wilayah
. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
1. . . 14
dan Lingkungan Hidup
9 Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 12
) Permukiman dan Lingkungan Hidup
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 11
7 Kepala Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan 9
' Kawasan Permukiman
8. Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 9

13




KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN

9 Kepala Bidang Kebersihan, Persampahan dan 11
) Pertamanan

10. | Kepala Seksi Penanganan Persampahan 9

11. | Kepala Seksi Pengembangan Persampahan 9

12. | Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman 9

13. | Kepala Bidang Tata Lingkungan 11

14. | Kepala Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup 9

15 Kepala Seksi Pemeliharan dan Konservasi Lingkungan 9
" | Hidup

16. | Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan 9

17. | Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 11

18. | Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan 9

19 Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 9
" | Lingkungan

Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
20. ) : 11
Lingkungan Hidup

21 Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum 9
" | Lingkungan

22. | Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 9

03 Kepala UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 9
" | dan Lingkungan Hidup Wilayah

04 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perumahan Rakyat, 3
" | Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Wilayah

25. | Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan 9

26 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium 3

Lingkungan

M. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

1. Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 14
Anak
Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
2. | Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 12
Anak
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6 Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 11

Penggerakan
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
7. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk 9
8. Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan 9

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
9. . 11
Kesejahteraan Keluarga

10. | Kepala Seksi Keluarga Berencana 9

11. | Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 9
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

12. ) 11
Perlindungan Anak
13. | Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan 9
14. | Kepala Seksi Perlindungan Anak 9
15. | Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender 9
Kepala UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga

16. | Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 9
Anak Kecamatan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengendalian

17. | Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 8
Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan

. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 14
2. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 12
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. | Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana 11
7. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan 9
8. Kepala Seksi Perlindungan, Pembiayaan dan Investasi 9
0. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi 9
10. | Kepala Bidang Tanaman Pangan 11
11. | Kepala Seksi Serealia 9
12. | Kepala Seksi Palawija 9

Kepala Seksi Perbenihan, Pengolahan dan Pemasaran
13. . o)
Hasil Tanaman Pangan

14. | Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan 11
15. | Kepala Seksi Produksi Hortikultura 9
16. | Kepala Seksi Produksi Perkebunan 9
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KELAS

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan

NO. NAMA JABATAN JABATAN

17, Kepgla Sel_<si Perbenihan, Pengolahan dan Pemasaran 9
Hasil Holtikultura dan Perkebunan

18. | Kepala Bidang Penyuluhan 11

19. | Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan 9

20. | Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan 9

21. | Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan 9

22. | Kepala Bidang Ketahanan Pangan 11

23. | Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 9

24. | Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan 9

25. | Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan 9

26. | Kepala UPTD Perbenihan Banjarsari 9

27. | Kepala UPTD Pemasaran Hasil Pertanian Panumbangan 9

28. | Kepala UPTD Balai Perbenihan Maloya 9

29, Kepala UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan 9
Pangan Kecamatan

30. Kepgla Sujb Bagian Tata Usaha UPTD Perbenihan 3
Banjarsari

31, Kepala' Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemasaran Hasil 3
Pertanian Panumbangan

30, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Perbenihan 3
Maloya

33, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengembangan 3

D. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

L. Perdagangan 14

o Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan 12
Perdagangan

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9

4. | Kepala Sub Bagian Keuangan 9

S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9

6. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 11
Menengah (UMKM)

7. Kepala Seksi Koperasi 9

8. Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 9

0. Kepala Bidang Industri 11
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
10 Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan 9
" | IKAHH)
11 Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan 9
" | Aneka (ILMEA)
12. | Kepala Bidang Perdagangan 11
13 Kepala Seksi Distribusi Barang dan Perlindungan 9
" | Konsumen
14. | Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan 9
15. | Kepala Bidang Pengelolaan Pasar 11
16. | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar 9
17. | Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pasar 9
18. | Kepala UPTD Metrologi Legal 9
19. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal 8
Kepala UPTD Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
20. . 9
Perdagangan Wilayah
21 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Koperasi, Usaha 3
" | Kecil Menengah dan Perdagangan Wilayah
P. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14
2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. | Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 11
7. Kepala Seksi Identitas Penduduk 9
8. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 9
0. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 11
10. | Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian 9
11 Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status 9
" | Anak dan Pewarganegaraan
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
12. 11
Kependudukan
Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi
13. 9
Kependudukan
Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
14. 9
Kependudukan
15. | Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 11
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
16. | Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 9
17 Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen 9

Kependudukan

Q. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU
1 Kepala. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 14
Satu Pintu
o Sekretaris Dina:s Penanaman Modal dan Pelayanan 12
Terpadu Satu Pintu
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 11
7. Kepala Seksi Verifikasi dan Penetapan 9
8. Kepala Seksi Dokumentasi dan Data 9
0. Kepala Bidang Pengaduan dan Advokasi 11
10. | Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi 9
11. | Kepala Seksi Advokasi dan Pelaporan 9
12. | Kepala Bidang Penanaman Modal 11
13. | Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi 9
14. | Kepala Seksi Pengendalian dan Promosi 9
R. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 14
2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 12
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6. Kepala B?dang Sarana Komunikasi dan Diseminasi 11
Informasi
7. Kepala Seksi Informasi Publik 9
8. Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi 9
9. Kepala Bidang Persandian dan Telematika 11
10. | Kepala Seksi Persandian 9
11. | Kepala Seksi Telematika 9
12. | Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik 11
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KELAS

Pelestarian Bahan Perpustakaan

NO. NAMA JABATAN JABATAN
Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
13. L 9
Statistik
14 Kepala Seksi Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Data 9
" | Statistik dan Data Elektronik
Kepala UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik
15. 9
(LPSE)
16 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Layanan 3
" | Pengadaan Secara Elektronik
. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 14
Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan
2. 12
Olahraga
3 Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4 Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6. Kepala Bidang Kebudayaan 11
7 Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman 9
8 Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Budaya 9
9 Kepala Seksi Pembinaan Kesenian 9
10. | Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan 11
11. | Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan 9
12. | Kepala Seksi Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda 9
13. | Kepala Bidang Keolahragaan 11
14. | Kepala Seksi Olahraga Pelajar dan Tenaga Keolahragaan 9
15. | Kepala Seksi Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat 9
. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14
2 Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 12
3 Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian
6. 11
Bahan Perpustakaan
7 Kepala Seksi Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan 9
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
3 Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama 9
) Perpustakaan
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan
9. 11
Pembudayaan Kegemaran Membaca
10 Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan 9
" | Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan
11 Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran 9
" | Membaca
12. | Kepala Bidang Kearsipan 11
13. | Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan 9
14. | Kepala Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 9
. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 14
2 Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan 12
3 Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. | Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
Kepala Bidang Produksi Prasarana dan Sarana
6. 11
Peternakan
7. Kepala Seksi Produksi Peternakan 9
3 Kepala Seksi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana 9
) Peternakan
9 Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan 9
" | Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran
10. | Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan 11
11. | Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner 9
Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil
12. ) 9
Peternakan dan Perikanan
Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian
13. ) 9
Sumberdaya Perikanan
14. | Kepala Seksi Produksi Perikanan 11
15 Kepala Seksi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana 9
" | Perikanan
16. | Kepala UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah 9
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peternakan dan
17. : : 8
Perikanan Wilayah
18. | Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Benih Ikan 9
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
19. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembibitan Ternak 3
dan Benih Ikan
20. | Kepala UPTD Pasar Ternak dan Benih Ikan 9
21, Kepgla Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Ternak dan 3
Benih Ikan
V. DINAS PERHUBUNGAN
1. Kepala Dinas Perhubungan 14
2. Sekretaris Dinas Perhubungan 12
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 9
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
S. Kepala Bidang Angkutan 11
6. Kepala Seksi Bina Usaha Angkutan 9
7. Kepala Seksi Jaringan Transportasi 9
8. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan 11
9. Kepala Seksi Teknik Sarana 9
10. | Kepala Seksi Teknik Keselamatan 9
11. | Kepala Bidang Lalu Lintas 11
12. | Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 9
13. Kepalq Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional 9
Lalu Lintas
14. | Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 9
15, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian 3
Kendaraan Bermotor
16. | Kepala UPTD Perparkiran 9
17. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran 8
18. | Kepala UPTD Terminal 9
19. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Terminal 8
W. DINAS PARIWISATA
1. Kepala Dinas Pariwisata 14
2. Sekretaris Dinas Pariwisata 12
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 9
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
S. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata 11
6. Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata 9
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi dan Kawasan
7. ) - 9
Strategis Pariwisata
8. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif 11
0. Kepala Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif 9
Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan
10. . . 9
Ekonomi Kreatif
11. | Kepala Bidang Pemasaran 11
Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran
12. - 9
Produk Pariwisata
13. | Kepala Seksi Data dan Informasi Pariwisata 9
14. | Kepala UPTD Pariwisata Wilayah 9
15. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pariwisata Wilayah 8
. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12
3. | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 9
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
S. . 11
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
6. Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat dan Desa 9
7 Kepala Seksi Pemberdayaan Partisipasi dan Swadaya 9
" | Masyarakat
8. Kepala Bidang Pemerintahan Desa 11
0. Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa 9
10 Kepala Seksi Pendapatan, Kekayaan, Sarana dan 9
" | Prasarana Desa
11. | Kepala Bidang Pembangunan Desa 11
12. | Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa 9
13 Kepala Seksi Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat 9
" | Guna
. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 14
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja 12
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 9
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
6. Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah 11
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
7. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 9
8. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 9

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
9. 11
Masyarakat

10. | Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 9
11. | Kepala Seksi Kerjasama 9
12. | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 11
13. | Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat 9
14. | Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat 9
15. | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 11
16. | Kepala Seksi Pencegahan 9
17. | Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Kebakaran 9
18. | Kepala UPTD Layanan Pemadam Kebakaran 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Layanan Pemadam
19. 8
Kebakaran
Z. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 14
] Daerah
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 9
4. Kepala Sub Bagian Keuangan 9
S. Kepala Sub Bagian Program 9
6. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 11
7. Kepala Seksi Pencegahan 9

8. Kepala Seksi Kesiapsiagaan 9
0. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 11
10. | Kepala Seksi Tanggap Darurat 9
11. | Kepala Seksi Logistik 9
12. | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 11

13. | Seksi Rehabilitasi 9

14. | Seksi Rekonstruksi 9

AA. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 12

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
3. Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 9
4 Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan 9

) Masyarakat
5. Kepala Seksi Politik Dalam Negeri 9
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NO.

NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

BB. KECAMATAN

Camat

Sekretaris Kecamatan

—_
—_

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Perekonomian

Kepala Seksi Pembangunan

O (R INIO O R W=

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

CO |00 |00 |00 00|00 |00

Q
Q

. KELURAHAN

Lurah

Sekretaris Kelurahan

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Sl BRI e

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

0|00 | GO |00 |00

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 46

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 44 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 Desember 2017

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

NO. NAMA JABATAN J/I\{]gzjlxl’?iN
1. Auditor Madya 11
2. Pengawas Pemerintahan Madya 11
3. Pamong Belajar Madya 11
4. Penilik Madya 11
S. Penyuluh Pertanian Madya 11
6. Auditor Muda 9
7. Analis Kepegawaian Muda 9
8. Dokter Muda 9
9. Epidemiolog Kesehatan Muda 9
10. | Nutrisionis Muda 9
11. | Pamong Belajar Muda 9
12. | Pengawas Pemerintahan Muda 9
13. | Penilik Muda 9
14. | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda 9
15. | Penyuluh Pertanian Muda 9
16. | Pustakawan Muda 9
17. | Sanitarian Muda 9
18. | Widyaiswara Muda 9
19. | Administrator Kesehatan Pertama 8

20. | Analis Kepegawaian Pertama 8

21. | Analis Kepegawaian Penyelia 8

22. | Arsiparis Penyelia 8

23. | Auditor Penyelia 8

24. | Nutrisionis Penyelia 8

25. | Pamong Belajar Pertama 8

26. | Pengawas Pemerintahan Pertama 8
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NO. NAMA JABATAN JE]?E?&N
27. | Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia 8
28. | Penilik Penyelia 8
29. | Penyuluh Pertanian Pertama 8
30. | Penyuluh Pertanian Penyelia 8
31. | Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama 8
30 Ana}is Pemasal.”an Hasil Pertanian Pelaksana 7
Lanjutan/Mahir
33. | Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mabhir 7
34. | Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
35. | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
36. | Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan/Mahir 7
37 Prar}ata Laborqtorium Kesehatan Pelaksana 7
Lanjutan/Mahir
38. | Analis Pemasaran Hasil Pertanian Pelaksana/Terampil 6
39. | Penyuluh Pertanian Pelaksana/Terampil 6
40. | Sanitarian Pelaksana/Terampil §)
41. | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula/Pemula 5

BUPATI CIAMIS,

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR
TANGGAL:

JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

NO. NAMA JABATAN JESX?EN
1. Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur 7
2. Analis Perencanaan Program 7
3. Analis Angkutan Darat 7
4. Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan 7
S. Analis Aset Negara 7
0. Analis Dokumen Perizinan 7
7 Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia 7

Aparatur
8. Analis Jabatan 7
9. Analis Kebijakan Pemasaran Hasil Pertanian 7

10. | Analis Kelembagaan 7
11. | Analis Kerjasama 7
12. | Analis Kimia 7
13. | Analis Lalu Lintas 7
14. | Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja 7
15. | Analis Laporan Hasil Audit 7
16. | Analis Organisasi dan Tata Laksana 7
17. | Analis Pakan Ternak 7
18. | Analis Pembangunan 7
19. | Analis Pembayaran Jaminan Kesehatan 7

20. | Analis Pendidikan 7

21, Analis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya 7

Manusia Aparatur

22. | Analis Pengelolaan Sumber Daya Air 7

23. | Analis Pengelolaan Sumber Daya Ikan 7

24. | Analis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 7

25. | Analis Pengembangan Peserta Didik 7
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
26. Analis Pgngembangan Sarana Dan Prasarana 7
Pembelajaran
27. | Analis Pengembangan SDM Aparatur 7
28. | Analis Pengembangan Wilayah 7
29. | Analis Penilaian dan Akreditasi 7
30. | Analis Penyakit Menular 7
31, Analis Peraturan Perundang- Undangan Dan Rancangan 7
Peraturan Perundang- Undangan
32. | Analis Perencanaan Anggaran 7
33. | Analis Perencanaan Penganggaran 7
34. | Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur 7
35. | Analis Potensi Budidaya Serealia 7
36. | Analis Rencana Program Dan Kegiatan 7
37. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 7
38. | Analis Tata Kelola Sumber Daya Ikan 7
39. | Analis Tata Usaha 7
40. | Pemeriksa Anggaran 7
41. | Pemeriksa Irigasi 7
42. | Pemeriksa Jalan dan Jembatan 7
43. | Pemeriksa Kepariwisataan 7
44. | Pemeriksa Pengelolaan Lahan Pertanian Dan Air Irigasi 7
45. | Penata Bangunan Gedung Dan Permukiman 7
46. | Penata Dokumen Hasil Produksi 7
47. | Penata Keuangan 7
48. | Penata Laporan Keuangan 7
49. | Pengawas Harga Pangan 7
50. | Pengawas Jalan dan Jembatan 7
51. | Pengawas Mutu Pakan Dan Produksi Bibit Ternak Besar 7
50, Pengawas Mutu Pakan Dan Produksi Bibit Ternak Kecil 7
Dan Unggas
53. | Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor 7
54. | Pengawas Penyakit Dan Pengendali Penyakit Hewan 7
55. | Pengawas Terminal 7
56. | Pengevaluasi Program Dan Kinerja 7
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
57. | Penyuluh Kepemudaan 7
58. | Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 7
59. | Penyuluh Olahraga 7
60. | Penyusun Bahan Bantuan Hukum 7
61. | Penyusun Bahan Pembinaan Minat dan Bakat 7
62 Penyusun Bahan Penerapan Standar Wajib Dan 7
" | Penanganan Pengaduan
63. | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris 7
64. | Penyusun Laporan Keuangan 7
65. | Penyusun Naskah Rapat Pimpinan 7
Penyusun Pencatatan Dan Pelaporan Data
06. 7
Kependudukan
Penyusun Petunjuk PelaksanaanAnggaran Pendapatan
67. . 7
dan Belanja Daerah
68. | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7
69. | Penyusun Rekayasa Lalu Lintas 7
Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil,
70. 7
dan Menengah
71 Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan 7
" | Barang
70 Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan 7
" | Perlengkapan
73. | Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran 7
74. | Penyusun Rencana Pengadaan Sarana Dan Prasarana 7
75. | Bendahara 6
76. | Juru Informasi dan Komunikasi 6
77. | Koordinator 6
73 Koordinator Pengembangan Sistem Ujian, Tes Dan 6
" | Pengukuran
79. | Koordinator Penyiapan Dan Penggandaan Bahan Ujian 6
80. | Pemeriksa Alat Mesin Pertanian §)
81. | Pengadministrasi Anggaran 6
82. | Pengelola Administrasi Pemerintahan 6
83 Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh 6
" | Pertanian
84. | Pengelola Akuntansi 6
85. | Pengelola Bahan Perencanaan 6
86. | Pengelola Bantuan Pendidikan 6
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
87. | Pengelola Bantuan Sosial Dan Hibah §)
88. | Pengelola Barang Milik Negara 6
89. | Pengelola Budidaya Dan Pengembangan Tanaman Pangan 6
90. | Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi §)
91. | Pengelola Data base Kelembagaan Petani §)
92. | Pengelola Data base Profesi SDM Pertanian 6
93. | Pengelola Data Belanja Dan Laporan Keuangan 6
94. | Pengelola Data Dan Dokumen Perpajakan 6
95. | Pengelola Data Dan Informasi Perpajakan 6
96. | Pengelola Data Dan Potensi Pajak 6
97. | Pengelola Data Laporan Dan Pengaduan 6
98. | Pengelola Data Pasca Panen §)
99. | Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran 6
100. | Pengelola Data Rekonsiliasi 6
101. | Pengelola Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan 6
102. | Pengelola Data Temuan Pengawasan §)
103. | Pengelola Disiplin Pegawai 6
104. | Pengelola Distribusi Ternak Gaduhan Dan Semi Gaduhan 6
105. | Pengelola Dokumen Perizinan 6
106. Pengelpla Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil 6
Pemeriksaan
107. | Pengelola Gaji 6
108. | Pengelola Instalasi Ternak §)
109. | Pengelola Jasa Konstruksi 6
110. | Pengelola Kefarmasian 6
111. | Pengelola Kegiatan 6
112. | Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan 6
113. | Pengelola KelembagaanPendidikan Anak Usia Dini 6
114. | Pengelola Kendaraan 6
115. | Pengelola Kepegawaian 6
116. | Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil Dan Unggas 6
117. | Pengelola Ketahanan Pangan 6
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NO. NAMA JABATAN JABATAN
118. | Pengelola Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan 6
119. | Pengelola Keuangan 6
120. Pengelola Lalu Lintas Ternak/ Pengurus Izin Budi Daya 6
Ternak
121. | Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen 6
122. | Pengelola Monitoring Dan Evaluasi 6
123. | Pengelola Mutasi Penduduk §)
124. | Pengelola Obat dan Alat-alat kesehatan §)
125. | Pengelola Pameran Dan Peragaan 6
126. | Pengelola Pasar §)
127. | Pengelola Pasca Panen §)
128. | Pengelola PBB P2 Dan BPHTB 6
129. | Pengelola Pelayanan Kesehatan §)
130. | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 6
131. | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat 6
132. | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan 6
133. Pengelola Pemberdaygan, Perlindungan Keluarga 6
Berencanaan Dan Sejahtera
134. | Pengelola Pemberi Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan 6
135. | Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perekonomian 6
136. | Pengelola Penagihan Dan Pengawasan 6
137. | Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana §)
138. | Pengelola Pendaftaran Dan Pendataan Pajak/Retribusi 6
139. | Pengelola Pendapatan 6
140. | Pengelola Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan 6
141. | Pengelola Pengaduan Publik 6
142. | Pengelola Pengamatan Penyakit Dan Imunisasi 6
143. | Pengelola Pengawasan LLAJ 6
144. | Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan 6
145, Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran 6
Perikanan
146 Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi 6

Pembangunan
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NO. NAMA JABATAN JABATAN
147 Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang 6
Kesehatan
148. | Pengelola Penyakit Tidak Menular 6
149. | Pengelola Penyehatan Lingkungan 6
150. | Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah §)
151. | Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan 6
152. | Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan 6
153. | Pengelola Perjalanan Dinas 6
154. | Pengelola Perizinan 6
155. | Pengelola Perlindungan Sosial 6
156. | Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan 6
157. | Pengelola Persidangan 6
158. | Pengelola Perumahan Dan Permukiman 6
159. | Pengelola Peternakan §)
160. | Pengelola Pola Pangan Harapan 6
161. | Pengelola Program Dan Kegiatan 6
162. | Pengelola Program Dan Laporan 6
163. | Pengelola Program Gizi 6
164. | Pengelola Program Imunisasi 6
165. | Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah 6
166. | Pengelola Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial 6
167. | Pengelola Rencana Sosial Dan Kesehatan 6
168. | Pengelola Rujukan Kesehatan §)
169. | Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor 6
170. | Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 6
171, Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan non Formal 6
dan Informal
172. | Pengelola Sarana Perindustrian 6
173. | Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas 6
174. | Pengelola Sistem Informasi Kependudukan 6
175. | Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 6
176. | Pengelola Surat 6
177. | Pengelola Tanaman Pangan Dan Hortikultura 6
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NO. NAMA JABATAN JABATAN
178. | Pengelola Tenaga Teknis TK/SD 6
179. | Pengelola Terminal 6
180. | Pengelola Unit Layanan Pengadaan 6
181 P_engelola Usaha Pemotongan Ternak/ Unggas Dan Lalu 6
Lintas Daging
182. | Pengelola Usaha Tani Peternakan Dan Kehewanan 6
183. | Pengelola Wajib Pajak / Retribusi Daerah 6
184. Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan 6
Bencana
185. | Pengolah Daftar Gaji 6
186. | Pengolah Data §)
187. | Pengolah Data Jaminan Kesehatan 6
188. | Pengolah Data Laporan Keuangan 6
189. | Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran §)
190. | Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan 6
191. | Pengolah Data Penagihan Pajak 6
192. | Pengolah Data Perencanaan Penganggaran 6
193. | Pengolah Data Sistem Akuntansi 6
194. | Pengolah Makanan 6
195. | Pranata Acara 6
196. | Sekretaris 6
197. | Verifikator Anggaran 6
198. | Verifikator Data Laporan Keuangan 6
199. | Verifikator Keuangan 6
200. | Verifikator Pajak 6
201. | Ajudan 6
202. | Analis Kepemudaan 5
203. | Juru Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 5
204. | Juru Survey Permukiman Perumahan S
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NO. NAMA JABATAN JABATAN
205. | Komandan Petugas Keamanan S
206. | Operator Alat Berat 5
207. | Operator Terminal S
208. | Pemelihara Jalan 5
209. | Pemelihara Kendaraan 5
210. | Pemelihara Koleksi dan Museum 5
211. | Pemelihara Penerangan Jalan 5
212. | Pemelihara Sarana dan Prasarana 5
213. | Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata 5
214. | Pengadministrasi Akta Kelahiran Dan Kematian 5
215, Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, 5
Pengakuan, Pengangkatan Dan Pengesahan Anak
216. | Pengadministrasi Analisis Dan Kemitraan Media 5
217. | Pengadministrasi Data Penyajian Dan Publikasi 5
218. | Pengadministrasi Data Perawatan dan Pengawetan 5
219. | Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan 5
220. | Pengadministrasi Gudang Farmasi 5
221. | Pengadministrasi Izin Usaha 5
222. | Pengadministrasi Karcis S
223. | Pengadministrasi Kepegawaian 5
224. | Pengadministrasi Kependidikan 5
225. | Pengadministrasi Kependudukan 5
226. | Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan 5
227. | Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah 5
228. | Pengadministrasi Kesiswaan S
229. | Pengadministrasi Keuangan 5
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NO. NAMA JABATAN JABATAN
230. | Pengadministrasi Kurikulum 5
231. | Pengadministrasi LLAJ S
232. | Pengadministrasi Otonomi Daerah S
233. | Pengadministrasi Pajak S
234. | Pengadministrasi Pelatihan 5
235. | Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor 5
236. | Pengadministrasi Pemerintahan S
237. | Pengadministrasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 5
238. | Pengadministrasi Penerimaan 5
239. | Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor 5
240. | Pengadministrasi Perencanaan dan Program 5
241. | Pengadministrasi Perizinan 5
242. | Pengadministrasi Persuratan 5
243. | Pengadministrasi Pertanahan 5
244. | Pengadministrasi Program dan Kerjasama S
045, Pengadministrasi Program Pemberantasan Penyakit 5
Menular
246. | Pengadministrasi Rapat 5
247. | Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial 5
248. | Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi S
249. | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 5
950, Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian 5
Pembangunan
951 Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan Dan Perawatan 5
Kendaraan Bermotor
252. | Pengadministrasi Tugas Belajar/ Ijin Belajar S
253. | Pengadministrasi Umum S
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254. | Pengawas Olahraga 5
255. | Pengemudi Ambulans 5
256. | Pengemudi VIP S
257. | Petugas Protokol S
258. | Petugas Teknologi Informasi Komputer 5
259. | Pramu Laboratorium 5
260. | Pranata Jamuan 5
261. | Pranata Pasukan Pengamanan Dalam 5
262. | Pranata Perlindungan Masyarakat 5
263. | Teknisi Air 5
264. | Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi 5
265. | Teknisi Instalasi Budidaya 5
266. | Teknisi Jaringan Instalasi 5
267. | Teknisi Laboratorium 5
268. | Teknisi Listrik Dan Jaringan 5
269. | Teknisi Pelestari Cagar Budaya 5
270. | Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 5
271. | Teknisi Peralatan dan Mesin 5
272. | Teknisi Sarana dan Prasarana 5
273. | Binatu Rumah Sakit 3
274. | Juru Pungut Retribusi 3
275. | Juru Rawat Jenazah 3
276. | Penagih Retribusi 3
277. | Pengambil Sampel 3
278. | Pengemudi 3
279. | Penjaga Pintu Air 3
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NO. NAMA JABATAN JE&X?&N
280. | Perawat Ternak 3
281. | Petugas Penggandaan 3
282. | Petugas Kamar Gelap 3
283. | Pramu Bakti 3
284. | Pramu Benih Ikan 3
285. | Pramu Kebersihan 3
286. | Pramu Taman 3
287 | Registrar 3
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